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Penataan Daerah Otonom Baru di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Hal ini
dikarenakan sampai dengan saat ini Indonesia masih belum mempunyai arah kebijakan yang berkelanjutan
terkait dengan penataan daerah. Terbukanya ops pemekaran daerah atas dasar usulan dari daerah membuat
banyaknya pembentukan Daerah Otonom Baru yang terbentuk dalam kurun waktu 15 tahun. Perubahan
konstitus yang salah satunya mengena kewenangan legislasi juga memberi pengaruh dalam
berkembangnya pemekaran daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
dibentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD sebagai pemberi pertimbangan kebijakan kepada
Presiden tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk salah satunya
mengenai Penataan Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu berlakunya 4 Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah, Indonesia masih mencari konsep yang tepat dalam penataan daerah. Peran DPOD
dalam penataan daerah pun belum maksimal karena tidak semua usulan pembentukan daerah melaui kgjian
dan rekomendasi dari DPOD. Oleh karenaitu perlu adanya penguatan peran DPOD dalam memberikan
pertimbangan terkait penataan daerah dan diterbitkannya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014.

The arrangement of new autonomous region in Indonesiais a very important and crucial issue. It is caused
by up to the moment Indonesia still does not possess the sustainable policy direction related to the regional
arrangement. The chance to do the regional expansion based on the proposal from the region drives to the
high number of the New Autonomous Region created within the last fifteen years. The Constitutional
change related to legidative authority also affects the development of regional expansion. On the other side,
The Law of Local Governance delivers a mandate to form Advisory Council of the Regional Autonomy
DPOD asagiver of policy consideration to the President regarding the matters related to the implementation
of the regional autonomy, including the Regional Arrangement.

The research result shows that within four years implementation of The Law of Local Governance,
Indonesiaremains seek for the right concept in the regional arrangement. The role of DPOP in the regional
arrangement has not been maximized yet due to not all of the regional expansion proposals are going
through the review and recommendation from the DPOD itself.
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